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Abstrak 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang pengunaan mediasi dalam 

penyelesaian kasus yang terjadi di wilayah TTS ( Timor Tengah Selatan ) baik pidana, perdata dan 

juga permasalahan sosial yang terjadi di wilayah tersebut, serta apa saja damapaknya kepada 

Masyarakat sekitar. Dalam kehidupan sosial seperti yang kita ketahui pastinya setiap orang pastinya 

akan mendapat dan mengalami masalah hal tersebut sudah merupakan suatu hal yang tidak bisa 

akita hindari dan merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan sosial, permaslahan 

tersebut umunya merupakan permasalaha dalam rumah ataupun dalam lingkungan tempat tinggal, 

namun ada kalanya permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang menyangkut hukum 

baik pidana maupun perdata. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana proses 

mediasi di terapkan di wilayah Timor Tengah Selatan dan juga mengapa dari berbagai opsi 

penyelesaian permasalahan Masyarakat di wliayah Timor Tengah Selatan masih memilih mediasi 

sebagai opsi untuk menyelesaikan masalah terkhusus yang bersangkutan dengan pidana maupun 

perdata, penelitian ini berfokus kepada penerapan dan juga pengaruh mediasi dalam kehidupan 

masyarakat khusus nya di wilayah timor tengah selatan dan juga membahas apakah dampak nya 

kepada kehidupan sosial secara umum. 

 

Kata kunci: Mediasi, Penerapan, Perdata dan Pidana. 

Pendahuluan 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang pengunaan mediasi dalam penyelesaian 

kasus yang terjadi di wilayah TTS ( Timor Tengah Selatan ) baik pidana, perdata dan juga permasalahan 

sosial yang terjadi di wilayah tersebut, serta apa saja damapaknya kepada Masyarakat sekitar, dalam 

proses penelitian penulis mendapatkan sebuah fakta yang mana pada penyelesaian sebuah perkara, 

masalah atau kasus yang ada diwilayah TTS ( Timor Tengah Seatan ) mayoritas penyelesaian kasus 

tersebut akan menggunakan mediasi dan tidak sampai dilanjutkan ke persidangan di pengadilan setelah 

mencari tahu dan menanyakan kepada beberapa masyarakat diketahui bahwa masyarakat lebih senang 

menggunakan opsi mediasi guna melakukan penyelesaian sebuah masalah sehingga berdasarkan fakta 

tersebut maka penulis berinisiatif melakukan penelitian guna mencaritahu bagai mana proses mediasi 

dilakuna kemudian dampak apa yang didapatkan dan dirasakan oleh masyarakat sehinggan mayoritas 

masyarakat memilih mediasi sebagai opsi peneyelsaian masalah. 
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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana proses mediasi di terapkan di wilayah Timor 

Tengah Selatan dan juga mengapa dari berbagai opsi penyelesaian permasalahan Masyarakat di wliayah 

Timor Tengah Selatan masih memilih mediasi sebagai opsi untuk menyelesaikan masalah terkhusus 

yang bersangkutan dengan pidana maupun perdata. 

 

Metode  

Penelitian karya tulis yang di lakukan oleh penulis bertempat di wilayah TTS ( Timor Tengah Selatan ) 

kemudian metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu “Studi kasus” yang mana penulis ikut 

Bersama dengan narasumber dan menyakskan langsung proses mediasi yang dilakukan oleh mediator 

dalam penyelesaian masalah, dalam hal ini penulis ikut dan menyaksikan langsung proses dalam 

penyelesaian masalah dengan menerapkan mediasi, narasumber berasal dari pihak Kepolisian dan juga 

pihak pemerintah setempat dan dalam beberapa kasus mediasi di hadirkan pula tokoh masyarakat 

setempat dalam hal ini kepala desa dan juga tokoh adata setempat, dalam beberapa kasus dihadirkan 

pula tokoh agama yakni ustad dan juga pendeta setempat baik karena memiliki sangkut paut dengan 

permasalahan yang terjadi maupun karena dari salah satu atau kedua belah pihak merupakan warga 

yang dibina langsung oleh tokoh agama tersebut. 

Berdasarkan informasi yang di kumpulkan oleh penulis, didapatkan fakta bahwa dalam kehidupan 

sosial seperti yang kita ketahui pastinya setiap orang pastinya akan mendapat dan mengalami masalah 

hal tersebut sudah merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari dan merupakan sesuatu yang 

menjadi bagian dari kehidupan sosial, permaslahan tersebut umunya merupakan permasalaha dalam 

rumah ataupun dalam lingkungan tempat tinggal, namun ada kalanya permasalahan tersebut merupakan 

permasalahan yang menyangkut hukum baik pidana maupun perdata. 

Setelah melakukan beberapa telaah kepada beberapa penelitian penulis mendapatkan beberapa 

peneletian yang memiliki keterkaitan dengan karya tulis yang sedang dikerjakan oleh penulis seperti 

contoh penelitian yang dilakukan oleh Dr. SABUNGAN SUBARANI, S.H.n M.H dan Dr. 

WIDIYANTO POELSOKO, S.H., M.Siyang kemudian di tuangkan pada buku Cara melakukan mediasi 

terhadap para pihak di pengadilan dan di luar pengadilan: Perkara Perdata dan Pidana yang di terbitkan 

pada tahu 2019 yang dalam buku tersebut dijelaskan proses mediasi yang mana dalam pelaksanaan 

mediasi di Pengadilan diwajibkan bagi setiap setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat 

pertama kecuali sengketa yang termasuk dalam pasal 4 ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2016, Prosedur 

mediasi dibagi menjadi; Pra-Mediasi yaitu tahapan sebelum dilaksanakannya proses mediasi, antara 

lain Penjelasan Kewajiban para pihak untuk hadir dan beritikad baik pada Mediasi, Pemilihan Mediator 

serta batas waktunya, dan pemanggilan para pihak; Dan Proses Mediasi yaitu tahapan dimana Mediator 

memulai melakukan proses mediasi dengan ruang lingkup yang tidak terbatas hanya pada posita dan 

petitum gugatan, Proses Mediasi ini antara lain Pertemuan Mediator dengan kedua belah pihak, 

Pertemuan Mediator dengan salah satu pihak (Kaukus), Penyerahan Resume Perkara, Keterlibatan Ahli 

dan Tokoh Masyarakat hingga Kesepakatan-kesepakatan Mediasi. 
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Keranga Berpikir 

 

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak 

dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah 

penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses 

musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, 

maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama 

proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. 

 

Kemudian sebagai dasar hukum mediasi diatur dalam dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan 

adalah  Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang 

merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 (PERMA No. 2 Th. 2003), 

dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang 

membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai 

masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan permasalahan dalam PERMA tersebut. 

 

Sehingga dari sana penulis melakukan penelitian tentang bagaimana proses mediasi dilakukan, tahapan-

tahapan nya dan juga dampak atau efek dari mediasi kepada masyarakat setempah dalam hal ini 

masyarakat pada wilayah Timor Tengah Selatan. 

 

 

Hasil dan Pembahasan  

 

A. Pengertian dan Jenis-jenis Mediasi 

 

Mediasi merupakan suatu upaya atau proses penyelesaian perkara, masalah atau sengeketa melalui 

proses pertemua, perundingan atau mufakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang 

bermaslah yang dibantu atau di fasilitasi oleh seorang mediator atau pihak ketiga yang netral yang 

bertugas sebagai penengah atas penyelesaian maslaha yang tidak memiliki kewenangan untuk 

memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian atas perkara atau masalah tersebut. 

 

Pihak ketiga atau mediator biasanya merupakan sesorang yang pada saat terjadinya masalah 

diminta jasanya sebagai mediator oleh kedua belah pihak biasanya pada wilayah TTS ( Timor 

Tengah Selatan ) pihak yang di mintai tolong untuk menjadi mediator berasal dari pemerintahan 

setempat seperti ketua RT atau kepala desa atau dari penegak hukum seperti Kepolisian, 

Bhabinkamtibmas ataupun Babinsa atau dengan inisiatifnya sendiri  menawarkan diri sebagai 

penengan dalam penyelesaian masalah atas sengketa yang terjadi mediator ini biasanya berasal dari 

pihak Kepolisian, Kejaksaan ataupun dari Pengadilan pada saat masalah, perkara atau kasus  

tersebut dalam proses menuju prsidangan atau sudah dalam proses persidangan yang terpenting 

mediator tesebut netral dan pada saat mediasi ada persetujuan dari kedua belah pihak. 
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Selanjutnya seorang mediator harus memahami peranan nya dalam tahapan mediasi yang diantara 

nya adalah :  

a) Persiapan atau pengaturan awal sebelum mediasi; 

b) Ucapan pembukaan dari mediator; 

c) Ucapan pembukaan dari kedua belah pihak; 

d) Mediator mengumpulkan informasi berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak; 

e) Mdiator mengindentifikasi permasalahan dari awal hingga akhir; 

f) Memberikan opsi atau pilihan penyelesaian masalah; 

g) Memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk meilih atau menyepakati 

penyelesaian; 

h) Pengambilan kesepakatan; 

i) Penutup. 

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis setelah kedua belah pihak mendapat 

kesepakatan maka kedua belah pihak membuat sebuah surat pejanjian atau pernyataan yang 

berisikan penyelesaian permaslahan tersebut dan juga berisi pernyataan selesainya permasalahan 

tersebut yang kedian di tandatangani oleh kedua belah pihak yang disaksikan oleh mediator dan 

juga saksi-saksi dari kedua belah pihak. 

Selanjutnya ciri utama dari sebuah mediasi adalah perindingan atau pertemuan dalam sebuah 

permusyawarahan yang intinya memiliki kesamaan dengan musyawarah atau konsensus hanya saja 

pembahsannya adalah berfokus kepada penyelesaian suatu masalah atau perkara, sehingga dalam 

proses mdiasi atau penyelesaian masalah tersebut tidak boleh ada unsur pemaksaan dalam proses 

penyelesaian masalah atau keberpihakan mediator kepada salah satu pihak. 

 

Dasar hukum pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 

Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan 

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 ( PERMA No. 2 Tahun 2003 ), dimana dalam perma No. 2 

Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan normaif yang membuat PERMA tersebut 

tidak mencapai sasaran secara maksimal sesuai yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari 

kalangan hakim tentang permasalahan-permasalahan dalam PERMA tersebut. 

 

Sedangkan untuk mediasi di luar pengadilan memiliki dasar hukum yang diatur dalam UU No. 30 

Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, didalam nya diatur pada Pasal 

1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penhelesaian diluar pengadilan dengan 

cara konsultasi, negosiasi, mediasi, koalisi atau penialaian ahli.   

 

Kemudian dalam suatu proses mediasi dibagi lagi berdasarkan situasinya, mediasi dibagi menjadi 

2 jenis yaitu: 
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1.Mediasi di dalam Pengadilan 

 

Mediasi didalam pengadilan merupakan mediasi yang prosesnya diatur oleh pengadilan yang 

dilaksanakan oleh praktisi-praktisi hukum seperti hakim dan yang lainnya yang ada didalam nya, 

pada jenis mediasi ini diberlakukan PERMA tepatnya Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 

2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan 

Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 ( PERMA No. 2 Tahun 2003 ) sebagai dasar hukumnya. 

 

Dalam pelaksanaannya mediasi di pimpin oleh hakim yang bekerja di pengadilan negeri tempat 

perkara tersebut di proses namun sebelum berlanjut ke tahap mediasi kasus akan terlebih dahulu di 

periksa oleh hakim, pokok perkara perdata dan juga pidana nya selanjutnya permasalahan akan 

berlanjut ke tahap analisa sebelum berlanjut ke persidangan, pada mediasi jenis ini terdapat 

beberapa keuntungan diantara nya dalam segi biaya dan juga kedua belah pihak tidak perlu mencari 

jasa mediator karena telah di sediakan baik tempat mediator dan lainnya oleh pengadilan. 

 

Dalam pelaksaan mediasi di pngadilan memiliki beberapa tahapan yakni :  

 

a) Dalam proses persidangan hakim akan menjelaskan kewajiban dalam melaksanakan 

mediasi yang akan difasilitasi oleh Pengadilan dan dibantu oleh mediator; 

b) Kedua belah pihak akan ditawarkan salah satu mediator yang terdaat dalam daftar nama 

mediator; 

c) Setelah mediator di tentukan maka siding akan di tunda hingga waktu yang di tentukan; 

d) Setelah mediasi dilakukan maka persidangan akan dilanjutkan sembari memperhatikan 

hasil dari mediasi. 

 

2. Mediasi di luar Pengadilan 

 

Mediasi di luar pengadilan sebelum proses mediasi didalam pengadilan terdapat juga mediasi diluar 

pengadilan yang mana mediator merupakan mediator swasta yang dapat di sewa oleh kedua belah 

pihak namun pada beberapa kasus pihak mediator berasal dari pemerintahan setempat dalam hal 

ini anggota kepolisian atau pemerintahan desa hal tersebut umumnya terjadi di wilayah pedeasaan 

yang mana pihak kepolisian dan pemerintahan bersentuhan langsung dengan masyarakat dan 

biasanya hal tersebut dilakukan karena juga menjadi bagian dari penyelesaian pengaduan 

masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah setempat, mediasi jenis ini memiliki kelebihan 

dari segi biaya dan juga dari segi waktu yang mana mediasi jenis ini tidak perlu menunggu proses 

dari pengadilan bahkan ada kalanya pada jenis mediasi ini permasalahan selesai sebelum masuk ke 

jalur hukum. 
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Selanjutnya berdasarkan metodenya mediasi dibagi menjadi 3 yaitu : 

Mediasi Fasilitatif 

Mediasi jenis ini paling sering kita temui dalam penyelesaian masalah yang mana pihak mediator 

hanya berperan memberikan fasilitas atau memfasislitasi kedua belah pihak dalam melakukan 

perundingan, dalam prosesnya mereka hanya berperan mengajukan pertanyaan kepada kedua belah 

pihak terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak, mendengarkan cerita 

atau keterangan dari kedua belah pihak, memvalidasi atau memriksa masalah dengan mengurutkan 

kejadian berdasarkan sudut pandang yang didasarkan dari keterangan dari kedua belah sehingga 

kedua belah pihak dapat meluruskan permasalahan dan menyelesaikan atau mengambil keputusan 

terhadap penyelesaian permasalahan mereka. 

Mediasi Transforatif 

 

Pada Mediasi Transformatif mediator akan lebih berperan aktif dengan berfokus untuk 

mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, berbeda dengan mediasi jenis sebelumnya pada 

mediasi jenis ini pihak mediator akan terjun lasngsung dalam menyelesaikan masalah kedua belah 

pihak bukan hanya sekedara memfasilitasi dan mendengarkan kedua belah pihak namun mediator 

akan mengarahkan keduabelah pihak, dengan tujuan untuk membantu kedua belah pihak supaya 

bisa mencapa atau mendapat titik terang dan menyelesaikan permasalahan secara damai. 

Mediasi Evaluatif 

 

Mediasi Evaluatif merupakan metode perundingan dimana pada mediasi ini pihak mediator akan 

diberikan hak untuk ikut serta memberikan pendapat dan penialaian serta memberikan evaluasi 

yang didasarkan oleh pandangan atau pendapat mediator mediator dalam penyelesaian masalah 

yang tentunya di dasarkan oleh keterangan kedua belah pihak terkait masalah yang hendak 

diselesaikan, secara singkat dalam mediasi ini mediator lebih bersifat sebagai pengarah dan 

pemberi solusi dan lebuh berperan untuk memimpin mediasi untuk menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi oleh kedua belah pihak, umumnya mediasi ini diterapkan oleh pemerintah setempat 

dan juga oleh pihak Kepolisian. 

 

B. Proses Mediasi di Wilayah Timor Tengah Selatan 

 

Kabupaten Timor Tengah Selatah ( TTS ) merupakan salah satu wilayah etrluas di provinsi Nusa 

Tenggara Timur ( NTT ) dengan luas wilayah 3.955.36 Kilometer persegi, sehingga menempatkan 

kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai wilayah terluas kedua setelah kabupaten sumba timur, kabu 

paten timor tengah selatan juga memiliki penduduk sebanyak 473.091 jiwa, dengan kepadatan 120 

jiwa/km sehingga membuat wilayah TTS ( Timor Tengah Selatan ) menjadi salah satu wilayah terluas 

dengan penduduk terbanya di Provinsi NTT ( Nusa Tenggara Timur ). 

 

Kemudian untuk perbandigan pada kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan ( Polres TTS ) hanya 

terdapat 439 orang anggota Polri dan 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) jumlah itu pun masih dibagi lagi 

dengan 14 kantor Polsek (Kepolisian Sektor) yang terdapat pada wilayah hukum timor tengan selatan 

dan juga bebrapa anggota dibagi dengan ditempatkan sebagai Bhabinkamtibmas yang melekat dengan 

desa-desa yang ada di wilayah TTS ( Timor Tengah Selatan ) sehingga menyisakan sekitar 200an lebih 

anggota yang bertugas di kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan ( Polres TTS ) dari angka 

tersebut dapat kita lihat jumlah penduduk dan juga jumlah prsonil penegak hukum yang ada sama sekali 
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tidak seimbang yang kemudian hal tersebut akhirnya menjadi suatu masalah dalam penegakan hukum 

diwilayah Timor Tengah Selatan.  

 

Kemudian dari sumber yang penulis dapatkan pada tahun 2023 saja angka kasus yang terjadi di wilayah 

TTS ( Timor Tengah Selatan ) mencapai angka 400 lebih angka terseut belum mencakup pengaduan-

pengaduan yang di laporkan oleh masyarakat ke kantor Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan ( Polres 

TTS ) dari angka diatas bis akita bayangkan berapa banya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat 

pada wilaya TTS ( Timot Tengah Selatan ). 

 

Di tambah luas wilayah kabupaten timor tengah selatan yang luas sehingga dalam usaha penanganan 

laporan masyarakat ataupun kasus tindak pidana, personil polri diwilayah tersebut mengalami 

keterlambatan untuk tiba di lokasi kejadian, sehingga untuk menyelesaikan persoalan tersebut akhirnya 

dilakukan penambahan personil Bhabinkamtibmas Polri yang melekat di desa-desa yang juga dibantu 

oleh Babinsa dan pemerintahan setempat dalam proses penyelesaian masalah diadukan oleh msyarakat 

setempat, sehingga dalam penanganan aduan mesyarakat dapat dilakukan dalam waktu yang lebih 

singkat seperti contoh dalam permasalahan tanah yang terjadi di wilayah amanuban tengah pihak polsek 

dan bhabinkamtibmas melakukan mediasi guna mencari penyelesaian atas permasalahan sengketa tanah 

tersebut sehingga tidak sampai ke meja hijau (sumber : Proble solving Bhabinkamtibmas bantu mediasi 

kasus sengketa tanah, 07 Nopember 2023). 

 

Di sini kemudian peran mediasi muncul, selama melakukan penelitian penulis mendapatkan berbagai 

data dan juga fakta yaitu sebagian besar kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah timor tengah selatan 

merupakan kasus yang terjadi dalam lingkup keluarga yang mana korban dan juga terlapor memiliki 

hubungan kekeluargaan baik keluarga jauh maupun keluarga dekat, peru kita ketahui bahwa meskipun 

memiliki luas wilayah terbesar kedua di provinsi NTT ( Nusa Tenggara Timur ) penduduk di wilayah 

TTS ( Timor Tengah Selatan ) sebagian besar merupakan penduduk asli yang merupakan suku Timor 

memang pada beberapa wilayah di TTS ( Timor Tengah Selatan ) ada beberapa yang merupakan 

pendatang dari kabupaten lain namun sebagian besar kemudian menikah dengan penduduk asli sehingga 

memiliki hubungan kekeluargaan dengan penduduk asli diwilayah tersebut. 

 

Terdapat pula pendatang dari luar provinsi yang kemudian menetap di wilayah TTS ( Timor Tengah 

Selatan ) namun sebagian besar dari mereka bermukim di wilayah ibu kota kabu paten TTS ( Timor 

Tengah Selatan ) yaitu Soe. hal tersebut dikarenakan wilayah timor tengah selatan tidak seperti wilayah 

tetangga seperti Kupang masih kurang minat dari pendatang diluar wilayah TTS ( Timor Tengah Selatan 

) yang memiliki minat untuk tinggal di wilayah TTS ( Timor Tengah Selatan ) yang disebabkan peluang 

dalam hal ekonomi di wilayah lain di NTT ( Nusa Tenggara Timur ) lebih memberikan jaminan sehingga 

lebih banyak yang akhirnya pergi ke kabupaten lain selain TTS ( Timor Tengah Selatan ) dan sedikit 

yang masik ke wilayah TTS ( Timor Tengah Selatan ) hal tersebut yang kemudian membuat 

keberagaman suku dan ras tidak seperti kupang dimana banyak dari penduduk nya merupakan 

pendatang, sehingga dari hal tersebut yang menjadi salah satu alas an mengapa kemudian masyarakat 

lebuh memilih mediasi sebagai opsi penyelesaian masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Selain faktor kekeluargaan tersebut lamanya proses adminisrasi yang harus dilalui dalam proses 

penyelesaian di pengadilan membuat banyak masyarakat memilih menyelesaiakan masalah 

menggunakan mediasi, mayoritas masyarakat di Wilayah TTS ( Timor Tengah Selatan ) merupakan 

petani yang mengharuskan mereka untuk mengawasi dan mengelola Perkebunan milik mereka 

ditambah dengan jarak rumah dan kantor Kepolisian yang jaduh dan jalan yang kurang memadai 

sehingga membuat mereka kesulitan untuk menhadiri panggilan dari pihak Kepolisian, 

hal tersebut pastinya juga merugikan mereka baik secara waktu maupun biaya dan itu masih baru proses 

yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan seperti yang kita ketahui masih ada proses yang dilakukan 

oleh Kejaksaan hingga ke Pengadilan sehingga dari hal tersebut akhirnya banyak dari mereka yang 

enggan untuk melanjutkan proses penyelesaian kasus ke Pengadilan yang mana tentunya akan memakan 

waktu dan juga biaya.  

 

Dalam pelaksanaannya mediasi pada wilayah TTS ( Timor Tengah Selatan ) didaerah pedesaan hampir 

semua dari perkara atau kasus yang terjadi akan menggunakan pendekatan mediasi selain dari faktor 

kekeluargaan yang disebutkan diatas ada juga inisiatif dari pihak pemerintah setempat dalam hal ini 

umumnya kepala desa yang kemudian akan menghadirkan Bhabinkamtibmas dan juga Babinsa 

setempat untuk melakukan mediasi atas permasalahan yang terjadi hal ini bertujuan untuk menghindari 

adanya pertikaian antara kedua belah pihak atas maslah yang terjadi biasanya kerana adanya provokasi 

dari pihak ketiga, dan ditakutkan juga apabila perkara atau permaslahan tersebut sampai pada 

pengadilan dan salah satu pihak berakhir masuk kedalam penjara akan timbul ketidak puasan dari salah 

satu pihak yang kemudian akan mucul masalah lain dari masalah tersebut.    

 

Kemudian dalam proses mediasi selain ditingkat desa, dari penelitian penulis mediasi yang dilakukan 

di wilayah TTS ( Timor Tengah Selatan ) banyak juga di fasilitasi oleh kantor Kepolisian Resor Timor 

Tengah Selatan dimulai dari terjadinya tindak pidana hingga proses mediasi, dalam penanganan laporan 

masyarakan tentang terjadinya tindak pidana seringa kali sebagai tindakan pertama pihak kepolisian 

akan mencari dan menghadirkan pihak terlapor ke kantor kepolisian hal tersebut biasanya merupakan 

permintaan dari pelapor atau korban karena pihak terlapor dan juga korban sudah saling kenal walaupun 

hanya sekedar mengetahui namanya, setelah menghadirkan pihak terlapor kemudian pihak kepolisian 

akan memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak hingga dicapai sebuah kesepakatan antara kedua 

belah pihak dan apabila tidak dicapai suatu kesepakatan maka pihak korban akan membuat laporan 

polisi kepada pihak kepolisian. 

 

Namun dalam beberapa kasus ada pelapor yang dating dan langsung mminta bantuan pihak Kepolisian 

untuk hadir dalam sebuah mediasi ataupun meminta mereka untuk memfasilitasi pemanggilan dan 

melakukan mediasi di kantor polisi tersebut pada kasus ini umumnya perkara yang dilakukan mediasi 

merupakan perkara yang sudah lama bahkansebelumnyatelah dilakukan mediasi di tingkat desa namun 

tidak juga di dapatkan penyelesaian yang diinginkan oleh kedua belah pihak.  

 

Mediasi tidak hanya digunakan untuk penyelesaian perkara yang berhubungan dengan hukum hal kecil 

seperti keributan antar tetangga yang tidak memiliki unsur pidana maupun perdata juga menggunakan 

mediasi sebagai usaha penyelesaian masalah namun dalam hal ini (keributan antar tetangga) biasanya 

di fasilitasi oleh perangkat desa Bhabinkamtibmas atau Babinsa setempat, dalam penyelesaian suatu 

masalah masyarakat di wilayah TTS menganggap laporan polisi sebagai opsi terakhir penyelesaian 

masalah. 
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 C. Dampak Mediasi Di Wilayah Timor Tengah Selatan 

 

Masyarakat yang berada di timor tengah selatan masih menjunjung tinggi hukum adat dan masih 

menerapkan dan melestarikan hukum adat dalam berkehidupan sehari hari dalam berbagai aspek 

kehidupan segala permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akan diselesaikan dengan musyawarah 

antara Masyarakat, seprti contoh dalam permaslahan penggunaan tanah banyak dari  

masyarakat di wilayah timor tengah selatan yang masih mengikuti hukum adat dimana tanah yang ada 

adalah milik raja yang berada di wilayah tersebut sehingga dalam pengelolahan tanah masyarakat hanya 

boleh menggunakan nya dan tidak boleh dijadikan hak milik, hal tersebut tentu saja menjadi masalah 

antar masyarakat dimana berbagai pihak mengakui hak katas tanah tersebut, sehingga hal tesebut di 

selesaikan lewat musyawarah yang di pimpin oleh tokoh adat maupun seseorang yang masih keturunan 

dari raja timor. 

 

Seperti contohnya dalam kasus sengketa tanah antara Gereja Masehi Musafir Indonesia (GMMI) dan 

juga Gereja Pentakosta di Indonesia (GPDI) maka dilakukan pertemuan yang di fasilitasi oleh 

departemen agama kabupaten timor tengah selatan yang kemudian di hadiri oelh tokoh masyarakat 

setempat sehingga didapatkan keputusan bahwa, Pdt. Pinehas Nomleni bersedia untuk menyerahkan 

aset yang dimiliki oleh GMMI sehingga tidak diperlukannya campur tangan oleh pihak pengadilan 

maupun penegak hukum. 

 

Mediasi yang di terapkan di wilayah timor tengah selatan perlahan menjadi bagian dari Masyarakat di 

timor tengah selatan masih adanya hubungan kekeluargaan antara Masyarakat timor tengah selatan 

dalam hal ini mayoritas dari Masyarakat membuat penyelesaian menggunakan jalur hukum 

menimbulkan rasa tidak nyaman dimana mereka merasa tidak tega memenjarakan saudara sendiri dan 

juga banyak yang takut dengan memenjarakan pelaku akan timbul masalah baru mungkin dengan 

timbul nya ketidak puasan dari keluarga pelaku ataupun karena faktor lain sehingga banyak dari mereka 

yang memilih mediasi sebagai penyelesaian masalah karena pada dasarnya pada jaman raja-raja timor 

masih berkuasa pun penerapan mediasi sudah dilakukan oleh mereka dengan melakukan musyawarah 

hal tersebut juga dapat kita temui di wilayah lain di Indonesia.  

 

Sebenarnya mediasi merupakan sesuatu yang sudah mengakar pada asyarakat di Nusantara terkhusus 

lagi di wilayah TTS ( Timor Tengah Selatan ) jika dilihat dari proses terjadinya secara umum mediasi 

meruakan kegiatan yang melibatkan dua belah pihak yang bermasalah dan juga pihak ketiga sebagai 

penengan atau mediator yang mana tujuan dari kegiatan tersebut bukan untuk menyalahkan salah satu 

pihak namun untk mencari jalan keluar yang oleh kedua belah pihak yang bermasalah dinilai sebagai 

suatu penyelesaian yang dapat di terima dan di gunakan sebagai sebuah penyelesaian, dari penelitian 

yang dilakukan oleh penulis yang didapatkan dari wawancara kepada mediator dalam hal ini tokoh adat 

kegiatan seperti iti sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakan setempat sehingga mediasi mudah 

untuk diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat, penulis juga yakin hal serupa dapat dengan 

mudah ditemukan bukan hanya di wilayah Nusa Tenggara Timur tapi juga wilayah lain di Indonesia.   

 

Secara umum dampak mediasi yang dilakukan di wilayah TTS ( Timor Tengah Selatan ) berdampak 

baik karena selama penulis melakukan penelitian dan wawancara kepada semua pihak, kedua pihak 

yang bermasalah memberikan kesan yang baik dan puas atas penyelesaian masalah antara kedua belah 

pihak hal tersebut karena dibandingkan dengan penyelesaian menggunakan pengadilan masyarakat 

merasa lebih di untung dengan menggunakan mediasi sebagai penyelesaian masalah baik dari segi 

waktu maupung uang, dalam hal waktu kebanyakan dari masalaha yang di mediasi dapat diselesaikan 

pada hari yang sama kemudian dari segi uang pun kebanyakan dari masyarakat hampai sama sekali 

tidak mengeluarkan uang dalam proses mediasi sehingga selama penulis melakukan penelitian tidak 

ada keluhan dari kedua belah pihak. 
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Penutup  

 

a. Kesimpulan 

 

Dalam kehidupan bersosial tidak bisa di pungkiri kita pasti akan mengadapi masalah baik sebatas 

masalah dalam lingkungan tempat tinggal maupun maslah yang lebih besar yang berhubungan dengan 

pidana, sehingga mediasi pastinya akan digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut. 

Terlebih lagi kita masyarakat di Indonesia terbiasa menerapkan hukum adat dalam segala lini kehidupan 

sosial baik dalam penyelsaian maslah ataupun hala hal lainnya sehingga penerapan mediasi oleh 

penegak hukum maupun perangkat desa mudah untuk diterima dan cenderung leih diutamakan dalam 

suatu penyelesaian masalah. 

 

b. Saran  

 

Mediasi sudah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia terkhususnya untuk masyarakat 

di wilayah timor tengah selatan dan merupakan suatu hal yang sudah sering di terapkan, namun 

sayangnya proses dan langkah-langakah penerapan mediasi belum diatur di dalam KUHAP sehingga 

alangkah baiknya penerapan mediasi bisa dimasukkan ayau diatur oleh KUHAP karena pada dasarnya 

mudiasi meruakan bagaian yang penting dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di 

Indonesia. 
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